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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan dalam tema penelitian ini sebagaimangadyieemukakan dalam
bab-bab sebelumnya mendasarkan pada pokok kesimpoiam bahwa pergulatan
hisab rukyat awal bulan kamariah di Indonesia m&milinamika yang kompleks.
Keaneragaman aliran hisab rukyat mengakibatkang®ya terjadi perbedaan dalam
penentuan awal bulan kamariah di Indonesia, naneamgsalahan tersebut semakin
menarik karena adanya berbagai upaya penyatuan bulah kamariah oleh

pemerintah Indonesia dan melihat posisi keyakireagkmaan dalam konteks NKRI.

Sedangkan secara khusus dalam penelitian ini meiigdra kesimpulan
bahwa perbedaan pendapat hisab rukyat awal bulamari@h adalah wilayah
keyakinan keagamaan. Upaya pemerintah dalam meémyaferbedaan merupakan
sebuah intervensi keyakinan keagamaan. Hal ini ésafah karena menyimpan dua
masalah, pertama bahwa bagi masing-masing madzisdh hukyat masalah
penentuan awal bulan kamariah adalah masuk dalaah rkeyakinan keagamaan
yang tidak dapat diintervensi dan dikompromi. Kedk&dudukan keyakinan
keagamaan di Indonesia dilindungi oleh UUD 194%lolesia merupakan negara
yang menganut asas Pancasila dengan dasar kansgtupa UUD 1945 sehingga

Indonesia dikategorikan sebagai negara sekulemnggdn dalam prinsip negara
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sekuler adalah negara bersikap netral terhadap aagtan ada larangan campur
tangan negara terhadap keyakinan keagamaan. 8glaegara Indonesia diatur oleh
UUD 1945 yang menjamin hak dasar warga negara dat@mjalankan perintah
agama sesuai dengan keyakinan keagamaan masinggmashingga campur tangan
pemerintah termasuk wacana membuat UU hisab rukyak penyatuan umat dalam
konsep hukum tata negara menjadi bersifat inteiMegegamaan dan bertentangan
dengan pedoman institusi dan kontrak sosial katdb® 1945 telah menjamin
kebebasan memeluk agama sesuai dengan keyakinamgmassing, maka

keyakinan dalam penentuan awal bulan kamariahddifigi oleh UUD 1945.

Implikasi pada penelitian ini adalah bahwa peraiitini menjadi penjelasan
lanjut terhadap hubungan keyakinan keagamaan mtesutdalam penentuan awal
bulan kamariah dengan prinsip Negara Indonesia yasargsaskan Pancasila dan
memiliki UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragdragi warga negara.
Sehingga posisi keyakinan keagamaan dalam kontdkRI Mdalah jelas yaitu
dilindungi, dijamin kebebasannya dan bebas daerwensi serta campur tangan
negara selama tidak berkaitan dengan perusakanaugpa@m menjalin integrasi

dalam berbangsa dan bernegara.

B. Saran-saran

1. Pemerintah Indonesia (Kementrian Agama) seharusnyanghormati

keyakinan keagamaan terutama masalah keyakinam dadsmentuan awal
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bulan kamariah yang ada di Indonesia karena s#ait keyakinan adalah
bebas dari adanya paksaan dan intervensi, sehsgjgarusnya pemerintah
tidak lagi “memaksa” semua pihak untuk meninggalkagyakinannya dan
mengikuti kebijakan pemerintah yang bertolak betgkalengan keyakinan
mereka.

. Pemerintah Indonesia seharusnya bersifat bijakmdagengambil keputusan
yaitu upaya penyatuan awal bulan kamariah di Insi@end?emerintah harus
menyadari bahwa keyakinan keagamaan telah dijagh pnegara dalam
UUD 1945 sehingga negara seharusnya mengayomi |aear dwarga

negaranya dalam memeluk keyakinan keagamaan miasiamg.

. Pemerintah tetap harus memiliki kebijakan dalamep&ran awal bulan
tunggal oleh negara, namun keputusan tersebut bbkasifat intervensi

keagamaan namun sebagai kebijakan terkait adnaisismmegara seperti
penetapan hari libur nasional.

. Pemerintah harus menyadari bahwa upaya penyatuahtalan kamariah
hanya sekedar wacana apabila masing-masing ormsié m@um bersedia
untuk berpuasa dan berlebaran bersama, sikap yadimg fijak adalah terus
berupaya membangun komunikasi antar madzhab unarican titik temu

perbedaan namun dengan tetap menghormati perbekiagakinan dan

mengayomi semua pendapat tanpa terkecuali. Namuabilap upaya

penyatuan tidak berhasil, sikap yang harus dibangdalah agree in

disagreement sehingga muncul sikaptoleransi-tasamuh untuk saling
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menghormati perbedaan. Umat Islam harus menyadaw kesatuan umat
Islam tidak harus selalu diwujudkan dengan persatdalam segala hal
karena perbedaan adalah sunnatullah. Umat Islanus hanenunjukka
persatuan umat Islam yang sejati yaitu kebersanthaengah perbedaan
dalam penetapan awal bulan kamariah.

. Masing-masing ormas sebaiknya melakukan reintexpretterhadap
pemahaman hisab rukyat mereka, apabila masih adaurgkinan
menyatukan pemahaman dalam hal hisab rukyat. Sefoaibas keagamaan
berada di tangan mereka sehingga upaya penyatuah balan kamariah
adalah kembali kepada masing-masing ormas ataanalfirsab rukyat dan
keyakinan mereka dalam penentuan waktu ibadah.

. Masing-masing ormas atau aliran hisab rukyat dargigatnya hendaknya
mengedepankan sikaasamuh-toleransikepada sesama sehingga terjalin
persaudaraan di tengah perbedaan di saat pemaldanakeyakinan hisab
rukyat tidak dapat disatukan.

. Kepada para ahli yang berupaya dalam menyatukaheeman hisab rukyat
sebaiknya terus dilakukan kajian ilmiah dan mengadkan sikap
objektivitas sehingga tidak aka nada kemunculangbaman keterpihakan
yang justru akan mengakibatkan semakin membuak jdirantara masing-
masing aliran hisab rukyat.

. Kepada para pengikut dan pemerhati masalah hiskpatiu hendaknya

mengedepankan sikap dialogis interaktif yang baikpéa saling menghujat
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dan menjelek-jelekkan pendapat lain. Sudah saatmyat Islam bersikap
dewasa dalam perbedaan karena perbedaan merupaketslah.

C. Penutup

Alhamdulillah puji syukur kepada Tuhan semesta alatas berkat dan
karunianya sehingga penulis diberikan kekuatan kumhenyelesaikan tugas dan

penelitian skripsi ini.

Demikian penelitian ini penulis lakukan semoga figaa skripsi ini dapat
bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan urngani@agi para pembaca baik
masyarakat dalam akademis maupun masyarat umum. Afallahu A’'lam bi as-

Sawab.



